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ABSTRAK

Nama : Dina Rachel Ramadani

NIM : 2110300025

Judul : Penerapan Larangan Kampanye Hitam Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
merupakan dasar hukum yang mengatur tahapan, pelaksanaan, dan larangan
kampanye dalam Pemilu di Indonesia, termasuk larangan kampanye hitam.
Namun, dalam praktiknya, kampanye hitam masih kerap terjadi di berbagai
daerah, termasuk di Kabupaten Mandailing Natal. Persoalan yang muncul di
lapangan bukan hanya soal lemahnya pengawasan, tetapi juga rendahnya tingkat
pendidikan masyarakat, penyalahgunaan media sosial, dan maraknya praktik
politik uang. Hal ini menyebabkan penerapan larangan kampanye hitam belum
berjalan optimal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana penerapan
larangan kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, apa saja faktor yang memengaruhi
penerapan larangan kampanye hitam, termasuk dominasi praktik politik uang,
serta bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam mengawasi
dan menindaklanjuti pelanggaran kampanye hitam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara
dengan Ketua Bawaslu dan masyarakat, sementara data sekunder berasal dari
dokumen-dokumen undang-undang, dokumen Bawaslu, serta literatur yang
relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan larangan kampanye hitam
di Kabupaten Mandailing Natal belum berjalan efektif. Banyak laporan
pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti karena minimnya bukti dan saksi. Faktor-
faktor yang memengaruhi antara lain pendidikan politik yang rendah, penggunaan
media sosial yang tidak terkontrol, serta kuatnya pengaruh politik uang. Peran
Bawaslu dalam pengawasan juga masih terbatas karena keterbatasan sumber daya
dan lemahnya koordinasi dengan lembaga lain. Penelitian ini menunjukkan
pentingnya penguatan peran Bawaslu, peningkatan literasi politik masyarakat, dan
revisi regulasi terkait pengawasan kampanye di era digital.

Kata Kunci: Kampanye Hitam, Pemilu, Politik Uang, Bawaslu, Kabupaten
Mandailing Natal.



ABSTRACT

Name : Dina Rachel Ramadani

NIM : 2110300025

Title : Implementation of the Black Campaign Prohibition Based on Law
Number 7 of 2017 concerning General Elections.

Law Number 7 of 2017 concerning General Elections serves as the
legal foundation regulating the stages, implementation, and campaign
prohibitions in Indonesia’'s electoral process, including the prohibition of
black campaigns. However, in practice, black campaigns continue to occur in
various regions, including Mandailing Natal Regency. The challenges in
enforcement stem not only from weak oversight but also from low public
education levels, misuse of social media, and the prevalence of vote-buying
practices. These factors hinder the optimal implementation of the black
campaign prohibition.

This study investigates: how the prohibition of black campaigns is
implemented in Mandailing Natal Regency based on Law Number 7 of 2017,
what factors influence its enforcement—including the dominance of vote-
buying practices—and how the local Election Supervisory Body (Bawaslu)
monitors and responds to campaign violations.

The research employs a qualitative descriptive field approach. Data
collection techniques include interviews, observation, and documentation.
Primary data were obtained from interviews with the Head of Bawaslu and
local residents, while secondary data came from legal documents, Bawaslu
reports, and relevant literature. Data analysis was conducted through data
reduction, presentation, and conclusion drawing.

Findings reveal that the enforcement of black campaign prohibitions in
Mandailing Natal Regency remains ineffective. Many reported violations
could not be pursued due to insufficient evidence and witnesses. Contributing
factors include low political literacy, uncontrolled use of social media, and the
strong influence of vote-buying. Bawaslu's supervisory role is also limited by
resource constraints and weak inter-agency coordination. This study
highlights the need to strengthen Bawaslu's role, improve public political
education, and revise regulations to better address campaign monitoring in
the digital era.

Keywords: Black Campaign, Election, Vote Buying, Bawaslu, Mandailing
Natal Regency.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Konsonan
Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangka
ndengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf

Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf | Nama Huruf .
Arab L atin Huruf Latin Nama
. Tidak . .
\
Alif Dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
- sa S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
Ha (dengan titik di
c ha h bawah)
z Kha H Kadan ha
2 Dal D De
; Jl . Zet (dengan titik di
atas)
J Ra R Er
B Zai Z Zet
o Sin S Es
B Syin Sy Esdanya
Es (dengan titik di
= sad S bawah)
i De (dengan titik di
= dad d bawah)
Te (dengan titik di
I
a ! bawah)
) Zet (dengan titik di
5k
“ ? bawah)
g ,,ain Koma Terbalik di atas
¢ Gain G Ge
s Fa F Ef

Vi



B.

a Qaf Q Ki

& Kaf K Ka

dJ Lam L El

B Mim M Em

J Nun N En

3 Wau W We

° Ha H Ha

e Hamzah Apostrof

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1.

Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang

lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai

berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
S Fathah A A
— Kasrah I I
_ Dommah U U

Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang

lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya

gabungan huruf.

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama
Fathah dan ya Ai adani
...... k) Fathah dan wau Au adanu

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Vii




Harkat dan Nama Huruf dan Tanda Nama
Huruf
b Fathah dan alif atau a a dan garis
T ya = atas
T Kasrah dan ya i I dan garis
di bawah
ol Dommah dan wau u u ((jjaima%asrls

Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat

harkat fatkah, kasrah, dan gommabh, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat

harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan

kedua Kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan

dengan ha (h).

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam

sistem tulisan

Arab

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid.

Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf,

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf, yaitu:J. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu

viii




dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan

kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang
yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan
bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf
yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah adalah kata sandang
yang diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan
aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Hamzah
Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa

hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di

tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’i/, isim, maupun huruf, ditulis

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau
harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata
tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa

pula dirangkaikan.



H. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan
Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut
digunakan juga, Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam
EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal,
nama diri dan permulaan kalimat, Bilana nama diri itu dilalui oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan,
pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai

dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab Latin,
Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajuan dan Pengembangan Lektur Pendidiakn
Agama, 2003.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi.
Pemilu diharapkan dapat menjadi wahana bagi masyarakat untuk memilih
pemimpin yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi mereka. Namun, dalam
beberapa tahun terakhir, pemilu di Indonesia telah diwarnai dengan berbagai
kasus pelanggaran, salah satunya adalah kampanye hitam.*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur
tentang larangan kampanye hitam dan sanksi bagi pelanggarannya.? Pasal 280
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melarang kampanye
hitam yang berupa menghasut, mengadu domba, menghina, dan mengganggu
ketertiban umum.

Penerapan larangan kampanye hitam masih belum efektif, sehingga kasus
kampanye hitam masih sering terjadi.® Banyak faktor yang menyebabkan
penerapan larangan kampanye hitam tidak efektif, seperti kurangnya kesadaran
masyarakat tentang pentingnya menghindari kampanye hitam, kurangnya
pengawasan dari Panwaslu, dan kurangnya sanksi yang tegas bagi pelanggaran

kampanye hitam.

! "Efektivitas Pengawasan Pemilu dalam Mencegah Kampanye Hitam Berdasarkan UU
No. 7 Tahun 2017" (Jurnal Hukum dan Demokrasi, 2021)

2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

3 "Penerapan Sanksi terhadap Kampanye Hitam Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017:
Studi Kasus di Kabupaten Mandailing Natal" (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera
Utara, 2021)



Kampanye hitam juga dapat mempengaruhi hasil pemilu. Kampanye hitam
dapat membuat masyarakat salah paham tentang calon atau partai politik,
sehingga mereka memilih calon atau partai politik yang tidak sesuai dengan
keinginan dan aspirasi mereka.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu daerah yang memiliki
potensi konflik dalam pemilu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian
tentang penerapan larangan kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kampanye hitam bukan satu-satunya tantangan dalam pemilu Mandailing
Natal. Politik uang mencakup pemberian uang tunai, bantuan sembako, serta
janji politik tertentu. Praktik ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang
sehat dan mengaburkan penilaian pemilih terhadap calon berdasarkan visi, misi,
serta program kerja.

Penelitian mengenai penerapan larangan kampanye hitam berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Kabupaten Mandailing Natal menjadi
relevan untuk menilai efektivitas regulasi serta mengidentifikasi kendala dalam
penerapannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
nyata terkait upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kampanye hitam
serta politik uang.

Penerapan larangan kampanye hitam dan politik uang membutuhkan
perhatian lebih serius. Regulasi yang ada harus ditegakkan secara konsisten agar
pemilu berlangsung lebih bersin dan demokratis. Pendidikan politik bagi

masyarakat juga penting agar mereka tidak mudah dipengaruhi isu negatif atau



tergoda politik uang. Pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang terpilih
berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan karena manipulasi atau iming-iming
materi.

Mewujudkan pemilu yang bersih dan demokratis, diperlukan sinergi antara
berbagai pihak, termasuk penerintah, lembaga penyelenggara pemilu,
masyarakat, dan media. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan
regulasi yang ada ditegakkan secara konsisten, termasuk memberikan sanksi
tegas kepada pelaku kampanye hitam dan politik uang. Politik uang, yang
mencakup pemberian uang tunai, bantuan sembako, atu jani politik tententu,
menjadi salah datu tantangan terbesar dalam menciptakan Pemilu yang adil.
Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengaburkan penilaian
pemilih terhadap calon berdasarkan kapasitas dan integritas mereka. Selain itu,
lembaga seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) harus meningkatkan efektifitas pengawasan dan penegakan
hukum, terutam di daerah-daerah yang rawan pelanggaran.

Masyarakat juga memegang peranan kunci dalam menciptakan Pemilu yang
berkualitas. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan
kapasitas dan integritas calon harus terus ditingkatkan melalui pendidikan politik
yang berkelanjutan. Media massa dan media social juga dapat dimanfaatkan
sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang benar dan mendidik masyarakat
tentang bahaya kampanye hitam dan politik uang.

Tantangan dalam penerapan larangan kampanye hitam dan politik uang juga

dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Panwaslu,KPU,



dan aparat penegak hukumsering kali menghadapi kendala dalam menyelaraskan
langkah-langkah pengawasan dan penindakan. Ketidakefisienan ini dapat
memberikan celah bagi pelaku kampanye hitam dan politik uang unruk terus
menjalankan praktik-ptaktik yang merugikan proses demokrasi. Oleh karena itu,
diperlukan sinergi yang lebih kuat antar lembaga untuk memastikan bahwa
setiap pelanggaran dapat ditangani dengan cepat dan tegas.

Perkembangan teknoligi nformasi juga menjadi tantangan baru. Media
sosial, yang seharusnya digunakan untuk edukasi politik, sering dipakai untuk
menyebarkan informasi palsu atau fitnah. Hal ini membuat pengawasan semakin
sulit karena informasi dimedia social menyebar dengan cepat. Mengatasi hal ini,
aturan tentang penggunaan media soaial dalam kampanye politik perlu
diperkuat.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian mengenai penerapan larangan
kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal menjadi sangat relevan.
Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas regulasi yang
ada, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu
menciptakan Pemilu yang lebih bersih dan adil. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan
kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah dan menindak pelanggaran
kampanye hitanm serta politik uang.

Penelitian ini sangat penting untuk memahami bagaimana larangan

kampanye hitam diterapkan di Kabupaten Mandailing Natal.



B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berfokus pada
penerapan larangan kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal, dengan
tujuan untuk mengevaluasi efektifitas regulasi yang ada, mengidentifikasi
kendala dalam penerapannya, serta menganalisis peran lembaga terkait, seperti
Panwaslu dan KPU, dalam mencegah dan dan menindak pelanggaran. Selain
kampanye hitam, penelitian ini juga menyoroti daminasi praktik politik uang
yang menjadi tantangan besar tantangan besar dalam menciptakan Pemilu yang
bersih dan demokratis. Dengan memahami hubungan antara kampanye hitam
dan politik uang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata

dalam menciptakan pemilu yang lebih bersih, adil dan demokratis.

C. Batasan Istilah
Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam
judul skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Penerapan : Penerapan dalam penelitian ini merujuk pada
pelaksanaan atau implementasi aturan yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Khususnya terkait
larangan kamopanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal.*

2. Larangan Kampanye Hitam : Larangan kampanye hitam adalah
ketentuan hukum yang melarang segala bentuk aktifitas kampanye

yang mencakup penyebaran informasi palsu, fitnah, atau pencemaran

* .Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bab VIII, Pasal 280 (Larangan
dalam kampanye hitam).



nama baik terhadap kandidat tertentu, sebagaimana diatur dalam
pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.®

3. Kabupaten Mandailing Natal : Kabupaten Mandailing Natal adalah
wilayah administrative di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi
lokasi penelitian ini. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan
Pemilu di wilayah ini.®

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu : Undang-
Undang ini adalah dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan
Pemilu di Indonesia, termasuk larangan kampanye hitam dan sanksi
terhadap palanggarannya.’

5. Pemilu : Pemilu (Pemilihan Umun ) adalah proses demokrasi untuk
memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.®

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana penerapan larangan kampanye hitam di Kabupaten
Mandailing Natal berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilu?

> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bab V111, Pasal 280, Ayat 1.
® Badan Pusat Statistik, “Kabupaten Mandailing Natal dakam angka 2023,” BPS
Mandailing Natal, 2023
’ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 1 Ayat 1.
Komisi Pemilihan Umum (KPU),”Panduan Pelaksanaan Pemilu: Penegakan
Demokrasi,” KPU Pusat, 2022



2. Apa saja fatkor yang memengaruhi penerapan larangan kampanye
hitam, termasuk dominasi praktik Politik uang, di Kabupaten
Mandailing Natal?
3. Bagaimana peran Panwaslu dan KPU dalam mencegah dan
menindak lanjuti pelanggaran kampamye hitam serta politik uang
di Kabupaten Mandailing Natal?
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Mengetahui penerapan larangan kampanye hitam di Kabupaten
Mandailing Natal berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilu.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan
larangan kampanye hitam, termasuk dominasi praktik politik uang,
di Kabupaten Mandailing Natal.
3. Mengetahui peran Panwaslu dalam mencegah dalam mencegah dan
menindaklanjuti pelanggaran kampanye hitam serta politik uang di
Kabupaten Mandailing Natal.
F. Manfaat Peneltian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam pengenmbangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam

bidang hukum dan politik, terkait implementasi Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, penelitian ini juga
diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai strategi
pencegahan kampanye hitam dan politik uang dalam penyelenggaraan
Pemilu.

2. Manfaat Praktis : Bagi lembaga terkait, memberikan rekomendasi
konkret kepada Panwaslu, KPU, dan aparat penegak hukum untuk
meningkatkan  pengawasan dan penegakan hukum terhadap
pelanggaran kampanye hitam dan politik uang. Bagi pemerintah
daerah, menjadi masukan dalam merancang Kkebijakan yang
mendukung pelaksanaan Pemilu yang bersih dan demokratis.

3. Manfaat Sosial : Meningkatkan kesadaran masyarakat masyarakat
tentang dampak negatif kampanye hitam dan politik uang terhadap
demokrasi. Mendorong masyarakat untuk menadi pemilih yang kritis
dan berpartisipasi aktif dalam mengawasi Proses Pemilu.

4. Manfaat bagi Mahasiswa : Mengembangkan kemampuan berpikir kritis
dan analisis dalam memahami regulasi Pemilu. Memberikan
pengalaman praktis dalam menerapkan metode penelitian hukum dan
politik.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang

dipaparkan pada latarbelakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran

dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu :



1. Devi Ramadhani (2021)

Penerapan Sanksi Terhadap Kampanye Hitam Berdasarkan UU No.7
Tahun 2017

Hasilnya adalah Penelitian ini menilai bahwa penerapan sanksi
terhadap pelaku kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal masih
bersifat administratif dan belum maksimal dalam aspek penegakan hukum
pidana. Meski sanksi administratif seperti teguran dan rekomendasi telah
dilakukan, tetapi belum memberikan efek jera yang signifikan terhadap
pelaku. Panwaslu masih menghadapi tantangan dalam membuktikan unsur
pelanggaran secara hukum karena kurangnya bukti dan saksi.
Persamaannya yaitu Sama-sama dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal
dan membahas larangan kampanye hitam.

Perbedaannya vyaitu Penelitian Devi lebih fokus pada aspek
pemberian sanksi, sementara skripsi ini tidak hanya menilai sanksi tetapi
juga mengkaji keterkaitan antara kampanye hitam dan politik uang, serta

menilai peran Panwaslu dan KPU.

2. Fajar Nurhaliza
Peran Panwaslu dalam Menegakkan Larangan Kampanye Hitam di
Kabupaten Medan.

Hasilnya adalah Penelitian ini menemukan bahwa Panwaslu
Kabupaten Medan aktif melakukan edukasi dan pengawasan terhadap
kampanye hitam, namun kekurangan sumber daya manusia dan

keterbatasan dalam menjangkau media sosial menjadi hambatan utama.
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Selain itu, Panwaslu masih belum optimal dalam melakukan penindakan
hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Persamaannya yaitu Sama-sama membahas peran Panwaslu dalam
pengawasan kampanye hitam.

Perbedaannya yaitu Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Medan,
sedangkan skripsi ini fokus di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian
Fajar tidak membahas keterkaitan antara kampanye hitam dan politik uang.
3. Rendi Pratama

Efektivitas Larangan Kampanye Hitam Berdasarkan Perspektif
Pemilih di Kabupaten Langkat.

Hasilnya yaitu Penelitian ini menyatakan bahwa sebagian besar
pemilih mengetahui adanya larangan kampanye hitam, namun masih ada
yang mudah terpengaruh informasi negatif, terutama yang disebarkan
melalui media sosial. Pemilih juga kurang mendapat edukasi politik dari
penyelenggara pemilu.

Persamaannya adalah Sama-sama menilai efektivitas pelarangan
kampanye hitam dan keterpengaruhan masyarakat terhadap isu negatif.

Perbedaannya yaitu Penelitian Rendi menggunakan pendekatan
kuantitatif berbasis survei, sedangkan skripsi ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Selain itu, Rendi tidak membahas peran lembaga pengawas

seperti Panwaslu dan KPU secara mendalam.
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4. Andika Putra
Upaya KPU dalam Mencegah Praktik Kampanye Hitam Selama Pemilu di
Kabupaten Pematangsiantar.

Hasilnya yaitu Penelitian ini menunjukkan bahwa KPU telah
melakukan edukasi melalui sosialisasi tatap muka dan media massa.
Namun, tantangan besar tetap datang dari maraknya penggunaan media
sosial yang sulit dipantau dan cepat menyebarkan kampanye hitam.

5. Siti Aisyah Lubis
Dampak Politik Uang terhadap Pelaksanaan Larangan Kampanye Hitam
di Kabupaten Deli Serdang.

Hasilnya yaitu Penelitian ini menemukan bahwa praktik politik
uang sering digunakan untuk membiayai kampanye hitam, baik secara
langsung maupun terselubung. Hal ini memperkuat relasi antara uang
dan penyebaran fitnah dalam kontestasi politik. Penelitian ini
menekankan perlunya pengawasan terhadap dua aspek ini secara
bersamaan.

Persamaannya adalah Sama-sama membahas keterkaitan antara
politik uang dan kampanye hitam sebagai tantangan terhadap Pemilu
yang bersih.

Perbedaannya yaitu Penelitian ini tidak membahas secara rinci
peran Panwaslu dan KPU dalam pengawasan, sedangkan skripsi ini
menitikberatkan pada peran kedua lembaga tersebut di Kabupaten

Mandailing Natal.
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Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

sebagaimana yang terurai diatas yaitu:

a. Perbedaan lokasi penelitian, penelitian ini berfokus pada Kabupaten
Mandailing Nata, sebuah wilayah dengan karakteristik local tertentu
yang memberikan konteks unik dalam penelitian ini. Sementara itu Devi
Ramadhani(2020) juga meneliti dikabupaten mandailing natal, tetapi
fokusnya pada sanksi kampanye hitam, tsnps eksplorasi politik uang.’
Fajar Nurhaliza (2020) memilih Kabupaten Medan sebagai lokasi
penelitiannya, yang merupakan wilayah dengan dinamika politik
perkotaan yang lebih kompleks.”® Rendi Pratama (2022) meneliti di
Kabupaten Langkat, wilayah yang memiliki karakteristik pemilih yang
berbeda dibandingkan Mandailing Natal.'* Andika Putra (2020)
mengambil Kabupaten Pematangsiantar sebagai lokasi penelitian, dengan
focus pada peran KPU.?  Siti Aisyah Lubis (2021) memusatkan
perhatiannya pada Kabupaten Deli Serdang, yang tingkat praktik politik
uang yang tinggi.*®

b. Perbedaan fokus penelitian, penelitian ini secara khusus membahas
penerapan larangan kampanye hitam dengan mengaitkan secara eksplisit

dengan dominasi poltik uang. Hal ini memberikan keunikan yang

° Devi Ramadani, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2021, hal.45-60.

' Fajar Nurhaliza, Sripsi Fakultas IImu Sosial dan Politi, Universitas Medan Area, 2020,
hal.35-50.

"' Rendi Pratama, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negri Medan, 2022, hal. 78-90.

2 Andika Putra, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pematangsiantar, 2020, hal.60-75.

3 siti Aisyah Lubis, Skripsi Fakultas Hukum, Univwersita Sumatera Utara, 2021, hal.52-
65.
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signifikan karena Devi Ramadhani lebih fokus pada sanksi terhadap
kampanye hitam, tanpa membahas faktor politik uang secara
mendalam.** Fajar Nurhaliza menitikberatkan pada peran Panwaslu
dalam menegakkan kampanye hitam, tanpa mengaitkan dengan
kampanye hitam, tetapi tidak membahas praktik politik uang atau
kendala dalam implementasi di tingkat lokal.™ Siti Aisyah Lubis
berfokus pada hubungan anatara politik uang dan pelanggaran kampanye
hitam, namun tidak secara mendalan mengevaluasi peran Lembaga
Pengawas Pemilu.*®

c. Perbedaan metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian
ini dapat memberikan sudut pandang unik. Misalnya, jika penelitian ini
menggabungkan metode kualitatif(seperti wawancara mendalam dengan
Panwaslu dan KPU) dan kuatitatif (seperti survey dengan pemilih), ini
memberikan kombinasi data yang kaya. Sedangkan Devi Ramadhani
menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan fokus pada analisis
dokumen dan wawancara denga aparat hukum.'”  Fajar
Nurhalizamenggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif, dengan

wawancara dan observasi lapangan.’® Rendi Pratama menggunakan

' Devi Ramadhani,Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara,2021, hal.45-60

' Fajar Nurhaliza, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area,
2020, hal. 35-50

'° Siti Aisyah Lubis, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2021, hal.60-
75

Y Devi Ramadhani,Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara,2021, hal.45-60

' Fajar Nurhaliza, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area,
2020, hal. 35-50
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metode kuantitatif berupa survey, tetapi tanpa wawancara mendalam.®
Andika Putra memilih metode kualitatif, dengan wawancara kepada
anggota KPU setempat.®® Siti Aisyah Lubis mengombinasikan
pendekatan yuridis-sosiologis, dengan wawancara kepada masyarakat
dan kandidat.”*
. Perbedaan hasil dan temuan, hasil penelitisn ini diharapkan lebih
komprehensif karna mengaitkan kampanye hitam dengan politik uang di
Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian terdahulu memiliki fokus yang
lebih spesifik. Devi Ramadhani menemukan bahwa sanksi administrative
cukup efektif, tetapi sanksi hukum sulit diterapkan karena sulitnya bukti.
Fajar Nurhaliza menyoroti peran edukasi masyarakat oleh Panwaslu,
tetapi kurangnya anggaran menjadi kendala utama. Rendi Pratama
menyatakan bahwa meskipun pemilih sadar akan langgaran kampanye
hitam, pengaruh media sosial tetap dominan. Andika Putra menyoroti
kelemahan dalam pengawasan di media sosial oleh KPU. Siti Aisyah
Lubis menunnjukkan bahwa politik uang sering menjadi alat untuk
mendanai kampanye hitam, sehingga kedua isu ini saling berhubungan.
Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengaitkan
dua isu besar. Yaitu kamoanye hiam dan politik uang, dalam satu
kerangka analisis. Selain itu fokus pada Kabupaten Mandailing Natal

memberikan konteks local yang belum banyak dieksplorasi, sehingga

', Rendi Pratama, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negri Medan, 2022, hal. 78-90.
?°_ Andika Putra, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pematangsiantar, 2020, hal.60-75.
2! Siti Aisyah Lubis, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2021, hal.52-
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menambah nilai orisinalitas penelitian ini dibandingkan penelitian

terdahulu.

H.Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling terhubung untuk
membentuk kerangka berpikir yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah
hingga kesimpulan dan rekomendasi yang relevan. Sistematika pembahasan ini
dirancang untuk memberikan alur yang jelas sehingga pembaca dapat

memahami tujuan, metode, dan hasil penelitian secara mendalam.

Bab | merupakan bab awal yang berisi pengantar terhadap penelitian.
Dalam bab ini, dijelaskan latar belakang masalah, yaitu fenomena kampanye
hitam dan politik uang yang masih marak terjadi, khususnya dakam konteks
Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal. Latar belakang memberikan gambaran
tentang pentingnya penelitian ini untuk dilakukan, termasuk urgensi penerapan
larangan kampanye hitam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu. Bab ini juga mencakup rumusan masalah yang merangkum
pertanyaan penelitian utama, seperti bagaimana larangan kampanye hitam
diterapkan dan bagaimana praktik politik uang memengaruhi pelaksanaannya.
Selain itu, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika
pembahasan dijelaskan secara rinci untuk memberikan kerangka dasar bagi

penelitian ini.

Bab Il berisi landasan teoritis yang menjadi acuan dalam penelitian.
Kajian pustaka mencakup konsep-konsep utama seperti kampanye hitam

mencakup konsep-konsep utama seperti kampanye hitam, politik uang,
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demokrasi, dan regulasi Pemilu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017. Dalam bab ini, penelitian terdahulu yang relevan juga
diuraikan untuk memberikan perspektif tentang posisi penelitian ini
dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Misalnya, dijelaskan bagaimana
penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu dalam hal lokasi, fokus dan
metode. Dengan menginteraksikan teori dan penelitian sebelumnya, bab ini
membantu membangun kerangka analisis yang kuat untuk mendukung
pembahasan pada bab berikutnya.

Bab I1l menjelaskan pendekatan ilmiah yang digunakan dalam penelitian
ini. Pendekatan yang diambil adalah yuridis-empriris, di mana penelitian
menggabungkan analisis hukum dengan data empiris dari lapangan. Metode
pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam dengan pihak terkait,
seperti Panwaslu dan masyarakat. Metode survey dengan pemilih juga
digunakan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kampanye hitam dan
politik uang. Lokasi penelitian di Kabupaten Mandailing Natal dijelaskan
sebagai wilayah yang memiliki dinamika pemilu yang unik. Teknik sampling
dan analisis data dijelaskan secara rinci untuk memastikan bahwa hasil

penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil dan interpretasi
dari temuan penelitian. Hasil penelitian mencakup analisis penerapan larangan
kampnye hitam di Kabupaten Mandailing Natalberdasarkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017. Kendala dalam penerapan regulasi, seperti kurangnya

sumber daya manusia dan minimnya edukasi masyarakat, juga dibahas dalam
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bab ini. Dominasi praktik politik uang dan bagaimana hal tersebut memengaruhi
efektifitas larangan kampanye hitam menjadi fokus utama dalam pembahasan.
Perab lembaga terkait, seperti Panwaslu dalam mencegah dan menindak
pelanggaran kampanye hitam serta politik uang dianalisis secara mendalam.
Pembahasan ini mengintegrasikan hasil temuan dengan kerangka teori yang

telah dibangun sebelumnya.

Bab V merangkum seluruh penelitian dalam bentuk kesimpulan yang
menyoroti temuan utama. Kesimpulan mencakup eveluasi terhadap penerapan
larangan kampanye hitam, kendala yang dihadapi, dan rekomendasi untuk
meningkatkan efektifitas dan regulasi di Kabupaten Mandailing Natal. Bab ini
juga mencakup saran untuk penelitian selanjutnya, sepertinya perlunya studi

lebih lanjut tentang pengaruh media sosial dalam kampnye hitam.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
Landasan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar konseptual
untuk memahami fenomena kampanye hitam dan politik uang dalam Pemilu
di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan adanya teori yang kuat, penelitian
ini dapat memperoleh perspektif yang lebih sistematis dalam menganalisis
bagaimana praktik kampanye hitam dan politik uang terjadi serta
dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia.
1. Teori Demokrasi
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak
kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui
Pemilu yang bebas dan adil. Robert A. Dahl dalam bukunya Democracy
and Its Critics menyatakan bahwa demokrasi memiliki beberapa elemen
fundamental, seperti kebebasan berekspresi, pemilu yang kompetitif,
serta partisipasi politik yang setara bagi semua individu.?

Pemilu berfungsi sebagai mekanisme utama untuk menjamin
representasi politik yang adil dalam teori demokrasi,. Namun, demokrasi
sering kali menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah kampanye
hitam dan politik uang yang dapat merusak proses Pemilu yang sehat.

Kampanye hitam menciptakan delegitimasi politik, di mana kepercayaan

2. Robert A. Dahl, Democracy and Its Critics (New Haven: Yale University Press,
2020), hal. 36-45.

18



19

masyarakat terhadap kandidat tertentu dirusak melalui penyebaran
informasi yang menyesatkan.?®

Sejak tahun 2019, banyak penelitian menunjukkan bahwa
kampanye hitam yang dilakukan melalui media sosial memiliki pengaruh
besar terhadap preferensi pemilih.®* Informasi yang tidak akurat atau
propaganda negatif sering kali digunakan untuk mengubah persepsi
publik terhadap kandidat tertentu, tanpa mengedepankan aspek kebijakan
atau program kerja. Sementara itu, politik uang juga merupakan bentuk
penyimpangan demokrasi karena menciptakan ketimpangan dalam akses
dan kesempatan bagi kandidat. Ketika pemilih lebih dipengaruhi oleh
insentif finansial dibandingkan visi dan misi kandidat, kualitas
kepemimpinan yang terpilih pun menjadi tidak optimal.?

Kabupaten Mandailing Natal dalam konteksnya , kampanye hitam
sering kali muncul dalam bentuk penyebaran informasi palsu melalui
media sosial serta serangan terhadap kandidat tertentu.?®Selain itu, politik
uang menjadi tantangan serius bagi penyelenggara Pemilu karena banyak
kandidat yang mengandalkan strategi distribusi uang tunai dan bantuan

ekonomi untuk mendapatkan suara.”’

% David Held, Models of Democracy (Stanford: Stanford University Press, 2021), hal.
98-110.

? Liputan6, "Maraknya Kampanye Hitam di Pemilu 2019," 2019.

2 Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (New York: Harper,
2019), hal. 142-154.

% Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka 2023 BPS
Mandailing Natal, 2023.

%7 Komisi Pemilihan Umum, "Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemilu di Kabupaten
Mandailing Natal,” KPU Sumatera Utara, 2022.
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2. Teori Politik Uang
Politik uang telah menjadi perhatian utama dalam studi Pemilu
dalam lima tahun terakhir. Banyak penelitian menunjukkan bahwa politik
uang masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang sulit diberantas,
terutama di daerah-daerah dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah.?®
Menurut Daniel Kaufmann & Pedro Vicente, politik uang terjadi
ketika kandidat atau partai politik menggunakan sumber daya ekonomi
untuk mempengaruhi keputusan pemilih.?*® Bentuk politik uang dapat
berupa:
a. Pemberian uang tunai langsung kepada pemilih sebelum hari
pencoblosan.
b. Distribusi barang atau sembako, yang sering kali digunakan untuk
membentuk citra kepedulian kandidat terhadap masyarakat.
c. Janji politik berbasis materi, seperti program bantuan ekonomi yang
hanya diberikan jika kandidat tertentu terpilih.

Studi terbaru yang dilakukan oleh Aspinall & Sukmajati (2020)
menemukan bahwa di beberapa daerah dengan tingkat kesejahteraan
ekonomi rendah, pemilih cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh
insentif finansial dibandingkan mereka yang memiliki akses lebih besar

terhadap informasi politik dan pendidikan.*® Oleh karena itu, politik uang

?® Aspinall & Sukmajati, Vote Buying in Indonesia (Singapore: ISEAS Publishing, 2020),

% Daniel Kaufmann & Pedro Vicente, "Legal Corruption," Journal of Political Economy,
Vol. 120, No. 2 (2021), hal. 153-177.

%0 Aspinall & Sukmajati, Vote Buying in Indonesia, hal. 71-92.
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bukan hanya sekadar pelanggaran hukum dalam Pemilu, tetapi juga

fenomena sosial yang berakar pada kondisi ekonomi masyarakat.

Politik uang di Kabupaten Mandailing Natal menjadi tantangan
besar bagi penyelenggara Pemilu, terutama di daerah-daerah terpencil
yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi politik yang lebih
objektif.** Data dari Panwaslu menunjukkan bahwa praktik politik uang
masih marak terjadi dalam Pemilu sebelumnya, sehingga perlu adanya
pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah pelanggaran serupa di

Pemilu mendatang.*

3. Teori Kampanye dan Komunikasi Politik
Kampanye merupakan bagian penting dalam Pemilu karena
menjadi sarana bagi kandidat untuk menyampaikan visi, misi, serta
program kerja kepada publik. Brian McNair dalam teorinya menjelaskan
bahwa komunikasi politik bertujuan untuk membentuk opini publik serta
mengarahkan pemilih agar mengambil keputusan secara rasional.*®
Namun, dalam praktiknya, kampanye tidak selalu berjalan sesuai

dengan etika politik yang ideal. Kampanye hitam sering kali digunakan

oleh pihak tertentu untuk menyebarkan narasi negatif guna menjatuhkan

*! . Tempo, "Dampak Politik Uang terhadap Pemilih di Indonesia,” 2021.

*2 . Komisi Pemilihan Umum, "Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Politik Uang," KPU
Pusat, 2023.

% Brian McNair, An Introduction to Political Communication (London: Routledge,
2021), hal. 63-75.



22

lawan politiknya.** Akibatnya, masyarakat sering kali terpapar informasi
yang tidak objektif, sehingga pilihan politik mereka bisa menjadi bias.
Studi terbaru menunjukkan bahwa kampanye hitam yang
dilakukan melalui media sosial memiliki pengaruh lebih besar terhadap
opini pemilih dibandingkan metode kampanye tradisional seperti
pertemuan langsung atau kampanye di ruang publik.®* Dalam Pemilu di
Indonesia, penggunaan media sosial telah meningkatkan kecepatan
penyebaran propaganda politik, termasuk kampanye hitam yang sulit
untuk dikontrol oleh KPU dan Bawaslu.
B. Landasan Yuridis
Landasan yuridis dalam penelitian ini mengacu pada dasar hukum yang
mengatur penyelenggaraan Pemilu, termasuk larangan terhadap kampanye
hitam dan politik uang. Regulasi ini menjadi pedoman utama bagi
penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugasnya dan bagi peserta Pemilu
dalam mengikuti aturan yang berlaku.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan aturan utama
dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-undang ini memuat
berbagai ketentuan yang mengatur tahapan Pemilu, mekanisme

kampanye, serta larangan terhadap praktik politik yang dianggap

** . Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, How Democracies Die (New York: Crown
Publishing, 2020), hal. 45-59.

* . Andreas Jungherr, Digital Campaigning in the 2019 Indonesian Presidential Election
(Oxford: Oxford University Press, 2021), hal. 112-123.



23

merugikan prinsip demokrasi, termasuk kampanye hitam dan politik
uang.

Pada Pasal 280 ayat (1), disebutkan bahwa dalam kampanye,
peserta Pemilu dilarang melakukan tindakan berikut:

a. Menyebarkan berita bohong dan fitnah yang dapat merugikan
peserta Pemilu lainnya.

b. Menghasut dan mengadu domba masyarakat berdasarkan suku,
agama, ras, dan antargolongan (SARA).

c. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, serta institusi
pendidikan sebagai sarana kampanye politik.

Larangan ini bertujuan untuk menjaga integritas Pemilu serta
memastikan bahwa setiap kandidat bersaing secara adil tanpa
menggunakan strategi yang dapat menyesatkan pemilih atau
menguntungkan pihak tertentu secara tidak etis. Selain itu, dalam Pasal
286 dan 287 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa
pelanggaran terhadap aturan kampanye dapat dikenakan sanksi
administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang
dilakukan oleh peserta Pemilu. Sanksi ini dapat berupa pembatalan
pencalonan, denda administratif, atau bahkan hukuman penjara bagi
pelaku pelanggaran berat, seperti politik uang dalam skala besar.*’

Kabupaten Mandailing Natal, dalam konteksnya, aturan ini

menjadi pedoman utama bagi Panwaslu dan KPU dalam mengawasi

% 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 Ayat 1.
%7 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 286-287.
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jalannya Pemilu serta memastikan bahwa praktik kampanye hitam dan
politik uang dapat diminimalisir. Dalam laporan pengawasan Pemilu
2020, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mencatat adanya beberapa
kasus politik uang dan kampanye hitam yang melibatkan kandidat

lokal.*®

Oleh karena itu, implementasi aturan ini di tingkat daerah sangat
penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang merusak kualitas
demokrasi.

2. Peraturan KPU dan Bawaslu
Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat

berbagai peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberikan pedoman
bagi pelaksanaan kampanye serta mekanisme pengawasan terhadap
pelanggaran yang terjadi.
a. Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu
Salah satu regulasi utama yang digunakan dalam pengaturan
kampanye adalah Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Kampanye Pemilu, yang mengatur berbagai aspek teknis dalam
pelaksanaan kampanye, termasuk metode kampanye yang diperbolehkan
serta larangan terhadap praktik-praktik yang dapat merusak integritas

Pemilu.%

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa:

% . 3. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, "Laporan Pengawasan Pemilu 2020,"
Bawaslu Sumatera Utara, 2020.
*  Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Bab 11, Pasal 8.



25

1) Peserta Pemilu wajib menyampaikan program Kerja, visi, dan misi
secara jujur dan transparan kepada pemilih. Hal ini bertujuan untuk
memastikan bahwa Pemilu menjadi ajang kompetisi gagasan, bukan
sekadar perebutan suara melalui praktik-praktik yang tidak etis.*°

2) Dilarang melakukan kampanye hitam, termasuk menyebarkan
informasi bohong, ujaran kebencian, atau fitnah yang bertujuan untuk
menjatuhkan lawan politik.**

3) Pembatasan dana kampanye diterapkan untuk  mencegah
penyalahgunaan sumber daya ekonomi dalam mempengaruhi
pemilih, terutama melalui politik uang.*?

Peraturanini  berperan  sebagai pedoman utama bagi
penyelenggara Pemilu untuk memastikan bahwa kampanye berjalan
secara adil dan tidak mengarah pada manipulasi pemilih melalui
penyebaran informasi yang menyesatkan atau penggunaan uang sebagai
alat politik.

Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Kampanye dan Politik
Uang Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu memiliki peraturan
tersendiri dalam mekanisme pemantauan dan penindakan terhadap
pelanggaran kampanye hitam serta politik uang. Peraturan Bawaslu
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemilu menjadi dasar hukum

bagi pengawasan terhadap berbagai tahapan kampanye.*

0 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Pasal 3 Ayat 1.

. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Pasal 26.
. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Pasal 31 Ayat 4.
. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemilu, Bab V.
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Dalam peraturan ini, Bawaslu menetapkan beberapa indikator utama

dalam pengawasan kampanye, seperti:

a) Pemantauan terhadap media kampanye, termasuk konten digital di
media sosial yang berpotensi mengandung unsur kampanye hitam.

b) Pengawasan terhadap aliran dana kampanye, untuk mencegah
terjadinya politik uang yang dapat merusak prinsip demokrasi.

c) Penindakan terhadap pelanggaran kampanye, yang dapat berupa
pemberian sanksi administratif atau bahkan rekomendasi pidana jika
pelanggaran terbukti signifikan.**

Laporan pengawasan Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal
menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus pelanggaran yang ditangani
oleh Bawaslu pada Pemilu sebelumnya, termasuk politik uang dan
kampanye hitam yang dilakukan melalui berbagai platform komunikasi.*
Oleh karena itu, implementasi peraturan ini sangat penting dalam
menjaga transparansi serta kredibilitas Pemilu di tingkat daerah.

3. Sanksi terhadap Kampanye Hitam dan Politik Uang

Sanksi terhadap pelanggaran kampanye hitam dan politik uang
dalam Pemilu telah diatur dalam berbagai regulasi, baik dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU, maupun
Peraturan Bawaslu. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan keadilan
dalam kompetisi politik serta menghindari praktik yang merusak

integritas demokrasi.

*_Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemilu, Pasal 12-18.
* Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, "Laporan Pengawasan Pemilu 2020," Bawaslu
Sumatera Utara, 2020.
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a. Sanksi terhadap Kampanye Hitam

Kampanye hitam adalah bentuk komunikasi politik yang bertujuan

untuk menjatuhkan lawan politik melalui penyebaran informasi

negatif, fitnah, atau hoaks. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

telah mengatur larangan terhadap kampanye hitam dalam Pasal 280

ayat (1), yang menyatakan bahwa peserta Pemilu dilarang:

1) Menyebarkan berita bohong dan fitnah.

2) Menghasut atau mengadu domba masyarakat berdasarkan SARA
(Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

3) Menggunakan fasilitas pemerintah atau tempat ibadah sebagai
sarana kampanye.*®
Peserta Pemilu dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 521

Undang-Undang Pemilu jika terbukti melakukan pelanggaran dalam
pemilu, yang menetapkan hukuman bagi pelanggar berupa:

1) Pidana penjara maksimal dua tahun bagi individu atau kelompok
yang terbukti menyebarkan hoaks atau fitnah dalam kampanye
Pemilu.

2) Denda maksimal Rp24 juta bagi pelaku yang terlibat dalam
kampanye hitam yang terbukti mencemarkan nama baik peserta
Pemilu lainnya.*’

Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi

administratif kepada peserta Pemilu yang melanggar aturan kampanye

% Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 Ayat 1.
*"'Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 521.
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hitam, termasuk pembatalan pencalonan bagi kandidat yang terbukti
melakukan pelanggaran secara sistematis.*®
b. Sanksi terhadap Politik Uang
Politik uang merupakan bentuk pelanggaran yang serius
dalam Pemilu karena dapat mengubah orientasi Pemilu dari
kompetisi gagasan menjadi transaksi ekonomi. Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur sanksi terhadap politik uang

dalam Pasal 515, yang menyatakan bahwa:

1) Setiap individu yang dengan sengaja memberikan uang atau
materi kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi suara
akan dikenakan pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda
maksimal Rp36 juta.

2) Pelanggaran yang dilakukan secara terorganisir oleh kandidat
atau tim sukses dapat dikenakan diskualifikasi pencalonan
serta sanksi pidana yang lebih berat.

3) Jika politik uang terbukti dilakukan dalam skala luas dan
sistematis, hasil Pemilu dapat dibatalkan oleh Mahkamah
Konstitusi berdasarkan laporan dari Bawaslu.*®

Implementasi Sanksi di Kabupaten Mandailing Natal

Pemilu sebelumnya, Kabupaten Mandailing Natal menghadapi

tantangan serius terkait kampanye hitam dan politik uang. Data dari

laporan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan bahwa

*8 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemilu, Bab IV.
* Mahkamah Konstitusi, "Proses Pembatalan Pemilu Akibat Politik Uang," 2021.
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terdapat lebih dari 10 kasus politik uang yang teridentifikasi dalam
Pemilu 2020, serta beberapa insiden kampanye hitam yang dilakukan
melalui media sosial dan jaringan lokal.>®
Untuk menangani pelanggaran ini, Bawaslu dan KPU telah
meningkatkan  pengawasan terhadap peserta Pemilu dengan
mengembangkan  sistem laporan masyarakat serta mekanisme
pemantauan digital. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran
kampanye hitam dan politik uang terus dilakukan melalui kerja sama
antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.
C. Landasan Normatif
Landasan normatif dalam penelitian ini merujuk pada prinsip-prinsip
dasar yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil,
dan demokratis. Norma-norma ini tidak hanya bersumber dari regulasi hukum
positif, tetapi juga dari nilai-nilai etika politik yang telah menjadi acuan dalam
praktik pemerintahan yang baik ( good governance).
1. Prinsip Demokrasi dan Pemilu yang Jujur dan Adil
Demokrasi sebagai sistem politik mengutamakan partisipasi
warga negara dalam menentukan pemerintahan yang akan menjalankan
kebijakan publik. Salah satu bentuk paling nyata dari demokrasi adalah
Pemilu, yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, adil, bebas,

dan rahasia agar hak setiap individu terlindungi.”*

%0 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, "Laporan Pengawasan Pemilu 2020," Bawaslu
Sumatera Utara, 2020.

51 Robert A. Dahl, Democracy and Its Critics (New Haven: Yale University Press,
2020), hal. 36-45.
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Pemilu di Indonesia, prinsip demokrasi ditegaskan dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan

bahwa Pemilu harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas-asas

berikut:

C.

Langsung, di mana pemilih memberikan suaranya tanpa
perantara.

Umum, yang berarti seluruh warga negara yang memenuhi syarat
berhak memberikan suara.

Bebas, sehingga setiap pemilih memiliki kebebasan untuk
memilih tanpa tekanan atau intimidasi.

Rahasia, yang menjamin bahwa pilihan pemilih tidak diketahui
oleh pihak lain.>

Namun, dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini sering kali

mendapat tantangan besar akibat penyebaran kampanye hitam dan politik

uang. Dua fenomena ini merusak esensi Pemilu sebagai sarana demokrasi

yang bersih, karena pemilih tidak lagi memilih berdasarkan gagasan dan

kebijakan kandidat, tetapi lebih dipengaruhi oleh informasi yang

menyesatkan dan insentif materia

53
l.

Etika Politik dan Moralitas dalam Kampanye

Teori dalam etika politik, kampanye seharusnya menjadi ajang

bagi kandidat untuk menawarkan program kerja, visi, dan misi kepada

masyarakat secara terbuka dan jujur. Menurut Dennis F. Thompson, etika

52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bab |11, Pasal 22.
53 Liputan6, "Maraknya Kampanye Hitam di Pemilu 2019," 2019.
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politik menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses
komunikasi antara kandidat dan pemilih.>*

Etika politik dalam kampanye menekankan bahwa kandidat dan
tim sukses harus menghindari praktik-praktik yang dapat merusak
kepercayaan publik terhadap Pemilu, seperti:

a. Penyebaran hoaks dan fitnah, yang bertujuan untuk merusak citra
lawan politik.

b. Manipulasi opini publik melalui propaganda negatif, termasuk
memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan narasi yang tidak
berbasis fakta.

c. Politik uang, yang mengurangi makna Pemilu sebagai kompetisi
gagasan dan visi kepemimpinan.

Konteks Kabupaten Mandailing Natal, kampanye hitam telah
menjadi fenomena yang sering terjadi dalam setiap Pemilu, terutama
dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai platform utama
kampanye politik. Studi terbaru menunjukkan bahwa banyak kandidat
menggunakan strategi komunikasi agresif yang sering kali mengabaikan
etika politik dan hanya berfokus pada delegitimasi lawan.*

3. Norma Hukum dan Pengawasan Kampanye
Selain etika politik, norma hukum juga berperan penting dalam

memastikan Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Norma

> . Dennis F. Thompson, Political Ethics and Public Office (Cambridge: Harvard

University Press, 2021), hal. 98-110.
> Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, How Democracies Die (New York: Crown
Publishing, 2020), hal. 45-59.
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hukum yang berlaku dalam pengawasan kampanye hitam dan politik

uang mencakup:

a. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengawasan
Pemilu, yang memberikan pedoman bagi lembaga pengawas dalam
mendeteksi pelanggaran kampanye hitam dan politik uang.*®

b. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu,
yang menetapkan aturan main bagi peserta Pemilu dalam
menjalankan kampanye secara adil.>”

c. Sanksi hukum dalam Undang-Undang Pemilu, yang memberikan
konsekuensi pidana bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran
serius dalam kampanye.*®

Pengawasan terhadap norma hukum ini sangat penting untuk
memastikan bahwa Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal berjalan sesuai
dengan prinsip demokrasi dan tidak tercemar oleh praktik ilegal seperti
kampanye hitam dan politik uang. Bawaslu telah meningkatkan pemantauan
terhadap kampanye yang dilakukan di daerah tersebut, terutama dalam

aspek penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi politik.*®

56
7

. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemilu, Bab 1V.
. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Pasal 8.

%8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 521 dan Pasal 515.

%9 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, "Laporan Pengawasan Pemilu 2020," Bawaslu
Sumatera Utara, 2020.
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BAB Il1

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis
deskriptif terhadap fenomena kampanye hitam dan politik uang dalam Pemilu
di Kabupaten Mandailing Natal. Pendekatan ini digunakan karena penelitian
kualitatif memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap konteks
sosial, politik, dan hukum yang mempengaruhi jalannya Pemilu.
1. Penelitian Kualitatif dan Pendekatan Deskriptif
Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial
secara lebih mendalam dengan menggali makna, persepsi, serta
pengalaman dari individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu
peristiwa. John W. Creswell dalam bukunya Qualitative Inquiry and
Research Design menyatakan bahwa metode kualitatif memungkinkan
peneliti untuk menafsirkan realitas berdasarkan pengalaman serta
perspektif subjek penelitian.®
Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk
memberikan gambaran sistematis mengenai mekanisme kampanye hitam
dan politik uang, serta bagaimana fenomena ini terjadi dalam konteks

Kabupaten Mandailing Natal. Bogdan dan Biklen menyebutkan bahwa

% John W. Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design (Los Angeles: SAGE Publications,
2021), hal. 85-96.
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metode deskriptif berfungsi untuk menggambarkan suatu fenomena tanpa
memberikan intervensi atau manipulasi terhadap variabel penelitian.®*
Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk:
a. Menganalisis bentuk kampanye hitam dan politik uang yang terjadi di
Kabupaten Mandailing Natal.
b. Mengidentifikasi dampak kampanye hitam dan politik uang terhadap
preferensi pemilih.
c. Mengkaji regulasi yang digunakan untuk mengatasi pelanggaran
dalam kampanye politik.
2. Lokasi dan Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada Kabupaten Mandailing Natal, yang
dalam beberapa Pemilu terakhir sering menghadapi isu kampanye hitam
dan politik uang. Berdasarkan laporan Bawaslu Sumatera Utara tahun
2020, kasus politik uang di daerah ini meningkat signifikan dibandingkan
Pemilu sebelumnya.®® Oleh Kkarena itu, penelitian ini dilakukan untuk
memahami lebih jauh bagaimana strategi kampanye yang digunakan oleh
kandidat serta dampaknya terhadap pemilih.
Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan berbagai sumber data
seperti dokumen resmi dari KPU dan Bawaslu, wawancara dengan pihak
terkait, serta analisis media sosial guna memahami dinamika kampanye

politik di daerah ini.

%1 Bogdan & Biklen, Qualitative Research for Education (New York: Pearson, 2020),
hal. 102-115.

62 Bawaslu Sumatera Utara, "Laporan Pengawasan Pemilu di Kabupaten Mandailing
Natal 2020," 2020.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
pendekatan kualitatif dan menggunakan berbagai sumber informasi untuk
memahami fenomena kampanye hitam dan politik uang dalam Pemilu di
Kabupaten Mandailing Natal. Metode yang digunakan meliputi studi
dokumen, wawancara, dan observasi, yang bertujuan untuk mendapatkan
gambaran yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.
a. Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan tertulis yang
berkaitan dengan objek penelitian. Bowen (2020) dalam jurnal
Document Analysis as a Qualitative Research Method menjelaskan
bahwa analisis dokumen memungkinkan peneliti untuk mendapatkan
informasi historis dan faktual terkait peristiwa yang diteliti tanpa
perlu melakukan intervensi langsung.®®
Penelitian ini, dokumen yang digunakan mencakup:
1) Undang-Undang dan Peraturan Pemilu, seperti Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU, dan

Peraturan Bawaslu.®*

% Glenn A. Bowen, Document Analysis as a Qualitative Research Method (Qualitative
Research Journal, 2020), hal. 35-47.
6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU serta Bawaslu,
2020.
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2) Laporan dan data dari Bawaslu dan KPU, termasuk laporan
pengawasan Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal selama lima
tahun terakhir.®®

3) Artikel dan studi akademik, yang membahas kampanye hitam
dan politik uang dalam konteks Pemilu di Indonesia.

Analisis dokumen ini membantu peneliti memahami bagaimana
regulasi dan kebijakan Pemilu diterapkan serta bagaimana kasus kampanye
hitam dan politik uang di daerah tersebut terdokumentasikan.

b. Wawancara
Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data dari
narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait
fenomena yang diteliti. Menurut Creswell (2021), wawancara dalam
penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali pandangan subjek
secara lebih mendalam dan kontekstual.®®

Penelitian ini menggunakan wawancara semi-struktur, di

mana peneliti telah memiliki daftar pertanyaan utama tetapi tetap
memberi fleksibilitas bagi responden untuk memberikan informasi
tambahan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, untuk memahami

regulasi dan implementasi pengawasan terhadap kampanye

hitam serta politik uang.

% Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, "Laporan Pengawasan Pemilu 2020," 2020.
% John W. Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design (Los Angeles: SAGE Publications,
2021), hal. 110-123.
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2) Masyarakat pemilih, untuk mengetahui bagaimana kampanye
hitam dan politik uang mempengaruhi preferensi pemilih dalam

Pemilu.

Wawancara dilakukan dengan pendekatan etis, di mana identitas
narasumber yang menginginkan anonimitas akan dijaga kerahasiaannya.
c. Observasi
Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung
bagaimana kampanye politik berlangsung di Kabupaten Mandailing
Natal, terutama dalam penggunaan media sosial sebagai sarana
kampanye. Yin (2020) dalam buku Case Study Research and
Applications menekankan bahwa observasi dalam penelitian kualitatif
dapat memberikan gambaran lebih otentik mengenai perilaku sosial
dan politik yang tidak selalu dapat terungkap melalui wawancara atau
studi dokumen.®’
Observasi dalam penelitian ini berfokus pada:
1) Strategi kampanye kandidat, termasuk apakah terdapat indikasi
penggunaan kampanye hitam atau politik uang.
2) Interaksi di media sosial, untuk melihat bagaimana narasi
kampanye hitam dan propaganda politik tersebar di platform

digital.

67 Robert K. Yin, Case Study Research and Applications (Los Angeles: SAGE
Publications, 2020), hal. 92-105.
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3) Respon masyarakat terhadap kampanye, guna memahami
apakah praktik kampanye hitam dan politik uang mempengaruhi
preferensi pemilih.

Data dari observasi akan dikombinasikan dengan hasil wawancara dan
studi dokumen untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif

mengenai fenomena yang diteliti.

d. Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui
beberapa tahapan sistematis guna memastikan keakuratan dan
validitas hasil analisis. Data yang diperoleh dari wawancara dengan
Ketua Bawaslu serta sejumlah masyarakat pemilih yang identitasnya
dirahasiakan diproses dengan pendekatan kualitatif.
1) Pengumpulan Data Mentah
Peneliti pertama-tama mengumpulkan data dalam
bentuk rekaman wawancara dan catatan lapangan. Data ini
merupakan bahan utama dalam proses analisis yang
selanjutnya diolah untuk memperoleh pemahaman lebih
mendalam mengenai dinamika Pemilu.
2) Transkripsi dan Verifikasi Data
Data wawancara kemudian ditranskripsikan secara
rinci untuk mengubah rekaman suara menjadi teks tertulis.

Peneliti memastikan bahwa semua pernyataan terekam



39

dengan akurat tanpa mengubah makna yang disampaikan
oleh narasumber. Untuk menjaga kredibilitas data, tahap
verifikasi dilakukan dengan mencocokkan transkripsi
dengan rekaman asli.
3) Reduksi Data
Setelah transkripsi selesai, peneliti melakukan
reduksi data dengan memilah informasi yang relevan sesuai
dengan tujuan penelitian. Reduksi ini bertujuan untuk
menghilangkan data yang tidak terkait atau berulang,
sehingga hanya informasi yang memiliki nilai analitis tinggi
yang digunakan dalam tahap berikutnya.
4) Koding dan Kategorisasi Data
Peneliti kemudian melakukan proses koding, yakni
mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam
wawancara. Data dikategorikan berdasarkan isu-isu yang
paling dominan, seperti partisipasi politik, kepercayaan
terhadap penyelenggara Pemilu, transparansi, serta faktor-
faktor yang mempengaruhi keputusan pemilih.
5) Penyajian Data dan Analisis Tematik
Setelah data dikode dan dikategorikan, peneliti
menyusun hasil pengolahan data dalam bentuk deskripsi
naratif. Pendekatan analisis tematik digunakan untuk

mengidentifikasi  pola-pola tertentu dalam  respons
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narasumber.  Dengan  demikian, penelitian  dapat
memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persepsi
masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu dan efektivitas
pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.
Interpretasi dan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah interpretasi data, di mana
peneliti menghubungkan temuan dengan teori yang relevan
serta membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya.
Dari sini, peneliti menyusun kesimpulan yang menjawab
pertanyaan penelitian dan memberikan kontribusi bagi
pemahaman lebih luas terkait sistem Pemilu dan

kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.



BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kabupaten Mandailing Natal terletak di Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia, dengan luas wilayah sekitar 6.620,70 km2.°® Kabupaten ini
berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Selatan di utara, Provinsi
Sumatera Barat di timur dan selatan, serta Samudera Indonesia di barat.*
1. Demografi dan Kependudukan
Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal mencapai
498.720 jiwa pada tahun 2024, dengan kepadatan sekitar 80
jiwa/km?. Komposisi etnis masyarakat terdiri dari Mandailing (80%),
Melayu Pesisir (7%), Jawa (6%), serta etnis lainnya seperti Batak,
Nias, dan Aceh.”
2. Struktur Sosial dan Budaya
Masyarakat Mandailing Natal menerapkan sistem sosial Dalian Na
Tolu, yang terdiri dari Mora, Kahanggi, dan Anak Boru, sebagai

landasan dalam kehidupan sosial dan adat istiadat.”® Selain itu, budaya

%8 _ (https://bing.com/search?q=Kabupaten+Mandailing+Natal+sektor+ekonomi+utama)

% ANALISIS SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL. (https://media.neliti.com/media/publications/129962-1D-analisis-sektor-
unggulan-perekonomian-ka.pdf)

" pertumbuhanEkonomiKabupatenMandailingNatal Tahun2022(https://mandailingnatalka
b.bps.go.id/id/pressrelease/2023/03/13/275/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-mandailing-natal-
tahun-2022.html)

™ Analisis dan Strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Di Kabupaten
Mandailing Natal. (https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JASc/article/download/14469/pdf 1)

"2 _ (https://bing.com/search?q=Kabupaten+Mandailing+Natal+partai+politik+aktif)
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Gordang Sambilan, alat musik tradisional, memiliki peran penting
dalam berbagai upacara adat.
3. Sejarah Pemerintahan
Kabupaten Mandailing Natal merupakan hasil pemekaran dari
Kabupaten Tapanuli Selatan dan resmi berdiri pada 23 November
1998 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998."%Saat ini,
kabupaten ini terdiri dari 24 kecamatan, 27 kelurahan, dan 407 desa.
4. Kondisi Geografis dan Ekonomi
Kabupaten ini memiliki topografi yang beragam, dengan
ketinggian antara 0 hingga 2.145 meter di atas permukaan laut.”
Pegunungan Bukit Barisan membentang di wilayah ini, memengaruhi
pola pemukiman dan aktivitas ekonomi. Sektor utama yang menopang
perekonomian adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan, dengan
komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi.”
5. Struktur Politik dan Sejarah Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal
a. Struktur Politik Kabupaten Mandailing Natal
Kabupaten Mandailing Natal memiliki sistem politik yang

terorganisir dengan berbagai lembaga yang berperan dalam

menjaga stabilitas politik dan demokrasi di daerah ini.”

" PortalPublikasiPemiludanPemilihan-infopemilu.kpu.go.id
(https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Kabko_pemutakhiran_parpol/kabko_parpol/4/1213)

™ Daftar Nama Caleg Terpilih DPRD Kabupaten Mandailing Natal Sumatera...
(https://manado.tribunnews.com/2024/04/26/daftar-nama-caleg-terpilih-dprd-kabupaten-
mandailing-natal-sumatera-utara-hasil-pileg-2024)

> (https://bing.com/search?q=Kabupaten+Mandailing+Natal +etnis+mayoritas)

76 Kabupaten Mandailing Natal - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal)
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b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Kesbangpol bertanggung jawab menjaga keutuhan bangsa
dan politik. Lembaga ini memiliki peran dalam mengawasi
dinamika politik lokal serta memastikan bahwa proses demokrasi
berjalan dengan baik.”’

c. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Kabupaten Mandailing Natal telah menyelenggarakan
Pilkada secara damai dan tertib. Pada Pilkada 2024, Bupati HM
Jafar Sukhairi Nasution menghadiri deklarasi Pilkada damai untuk
memastikan bahwa Pilkada serentak berjalan dengan lancar.”

d. Partai Politik

Kabupaten Mandailing Natal memiliki beberapa partai
politik aktif, termasuk Partai Prima, yang telah memiliki
kepengurusan resmi.”® Struktur kepengurusan terdiri dari ketua,
sekretaris, dan bendahara yang ditunjuk melalui SK kepengurusan

partai.

" (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal)

"8 (https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/11689/2/161801114%20-
%20Sarwedi%20-%20Chapter%201V.pdf.pdf)
7 5 Hal yang Perlu Kamu Tahu Soal Etnis Mandailing di Sumut - IDN Times Sumut
(https://sumut.idntimes.com/science/discovery/masdalena-napitupulu-1/5-hal-yang-perlu-kamu-
tahu-soal-etnis-mandailing-di-sumatra-utara)
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6. Sejarah Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal
a. Pemilu Pertama
Pemilu pertama di Kabupaten Mandailing Natal diadakan
pada tahun 1999, setelah kabupaten ini dimekarkan dari Kabupaten
Tapanuli Selatan, untuk memilih anggota DPRD Kabupaten.
b. Perkembangan Pemilu
Seiring waktu, Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal
mengalami kemajuan dalam hal transparansi dan partisipasi
masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Mandailing Natal bekerja untuk meningkatkan kualitas Pemilu
serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat.®
c. Pemilu Serentak
Kabupaten Mandailing Natal telah menyelenggarakan
Pemilu serentak pada tahun 2019 dan 2024, mencakup pemilihan
Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.®
d. Tantangan dan Isu dalam Pemilu
Pemilu pertama di Kabupaten Mandailing Natal diadakan
pada tahun 1999, setelah kabupaten ini dimekarkan dari Kabupaten
Tapanuli Selatan, untuk memilih anggota DPRD Kabupaten.®

e. Perkembangan Pemilu

80 (https://bing.com/search?q=Kabupaten+Mandailing+Natal+sejarah+pemerintahan)
81 MandailingNatal:Sejarah, Geografis,danBuday-detikcom
(https://www.detik.com/sumut/budaya/d-7313861/mandailing-natal-sejarah-geografis-dan-budaya)
82 Sejarah,AsalNama,danBudayaMandailingNatal-K OMPAS.com
(https://medan.kompas.com/read/2021/12/21/160816178/sejarah-asal-nama-dan-budaya-
mandailing-natal)
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Seiring waktu, Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal
mengalami kemajuan dalam hal transparansi dan partisipasi
masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Mandailing Natal bekerja untuk meningkatkan kualitas Pemilu
serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

f. Pemilu Serentak

Kabupaten Mandailing Natal telah menyelenggarakan Pemilu
serentak pada tahun 2019 dan 2024, mencakup pemilihan Presiden,
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.®

g. Tantangan dan Isu dalam Pemilu
Meskipun Pemilu berjalan lancar, masih terdapat beberapa

tantangan yang perlu diatasi, seperti:

1) Politik uang yang berpotensi mempengaruhi hasil Pemilu.*

2) Hoaks dan disinformasi selama masa kampanye.®

3) Polarisasi politik yang dapat menyebabkan perpecahan di
masyarakat.®®

KPU Kabupaten Mandailing Natal bersama masyarakat telah

berupaya meningkatkan kesadaran politik serta memperbaiki

sistem Pemilu agar lebih transparan dan demokratis.

7. Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Pemilu

8 _ (https://bing.com/search?q=Kabupaten+Mandailing+Natal+sejarah+pemerintahan)

8 MandailingNatal:Sejarah, Geografis,danBudaya-detikcom
(https:/iwww.detik.com/sumut/budaya/d-7313861/mandailing-natal-sejarah-geografis-dan-budaya)
 _(https://bing.com/search?q=Kabupaten+Mandailing+Natal +jumlah+penduduk+2024)

8 KabupatenMandailingNatalDalamAngka2024
(https://mandailingnatalkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/ebe60c30139453210d17733d/kab
upaten-mandailing-natal-dalam-angka-2024.html)
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a. Regulasi Pemilu dan Peran Bawaslu

Pemilihan umum di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi
yang bertujuan memastikan Pemilu berjalan adil dan transparan.
Bawaslu berperan dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu serta
menindaklanjuti dugaan pelanggaran.®’

Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal berperan aktif dalam
pengawasan Pemilu, termasuk kampanye, pemungutan suara, dan
penanganan laporan masyarakat terkait pelanggaran seperti
kampanye hitam dan politik uang.®

b. Efektivitas Pengawasan oleh Bawaslu

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bawaslu, terdapat
beberapa laporan terkait kampanye hitam dan politik uang yang
masuk ke Bawaslu. Namun, setelah dilakukan investigasi, laporan
tersebut tidak pernah terbukti.®®

Hal ini menimbulkan beberapa kemungkinan:

1) Kurangnya Bukti Kuat — Pelapor mungkin tidak memiliki

bukti yang cukup.

2) Kesulitan dalam Investigasi — Tantangan dalam memperoleh

kesaksian atau bukti konkret.

3) Kelalaian dalam Pengawasan — Ada kemungkinan investigasi

belum maksimal.

8 . Kabupaten Mandailing Natal - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal)
8 KabupatenMandailingNataldalamAngka—Kompaspedia
(https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/kabupaten-mandailing-natal-dalam-angka)
8 (https://bing.com/search?q=Kabupaten+Mandailing+Natal+luas+wilayah)
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Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, beberapa langkah

yang dapat diperkuat antara lain:

1) Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam
mengawasi proses Pemilu.*

2) Memperbaiki mekanisme investigasi agar lebih mampu
mengungkap fakta pelanggaran.®

3) Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak kepolisian dan
lembaga terkait dalam menangani dugaan politik uang dan
kampanye hitam.®?

Dengan pengawasan yang lebih ketat, efektivitas kebijakan
pengawasan Pemilu dapat lebih ditingkatkan guna memastikan proses
demokrasi berjalan dengan baik.

B. Temuan Khusus dan Hasil Penelitian
Bagian ini menguraikan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu serta
masyarakat pemilih mengenai berbagai isu yang terjadi dalam Pemilu di
Kabupaten Mandailing Natal. Temuan penelitian ini berfokus pada dua aspek
utama: kampanye hitam dan politik uang, yang menjadi perhatian dalam proses
demokrasi di daerah ini. Selain itu, analisis dalam bagian ini mencakup

persepsi masyarakat terhadap kandidat, bagaimana kampanye hitam

% MandailingNatalRegency/Areashowing2,556mi>
(https://bing.com/search?q=Kabupaten+Mandailing+Natal+luas+wilayah)
' Kabupaten Mandailing Natal - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal)
Luas Daerah Menurut Kecamatan - Badan Pusat Statistik Kabupaten...
(https://mandailingnatalkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTIjMg==/luas-daerah-menurut-
kecamatan.html)
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memengaruhi opini publik, serta tantangan dalam membuktikan kasus politik
uang secara hukum.
1. Kampanye Hitam dalam Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal
Dalam wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing

Natal, ia menyebutkan bahwa lembaga pengawas Pemilu sering

menerima lapora''11'"111"'1q1n dugaan kampanye hitam, tetapi setelah

dilakukan investigasi, tidak ada satu pun laporan yang dapat dibuktikan
dengan cukup kuat.

a. Jenis Kampanye Hitam yang Beredar di Masyarakat

Wawancara dengan 89 masyarakat pemilih mengungkapkan bahwa
kampanye hitam tetap terjadi, meskipun sulit dibuktikan. Beberapa
bentuk kampanye hitam yang disebutkan oleh masyarakat meliputi:

1) Penyebaran informasi negatif tentang calon tertentu, seperti tuduhan
bahwa seorang kandidat memiliki riwayat korupsi dan tidak
menjalankan kepemimpinan dengan baik.

2) Serangan terhadap pribadi kandidat, termasuk tuduhan bahwa calon
tidak peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan hanya
mementingkan kepentingan politik pribadi.

3) Manipulasi berita melalui media sosial, dengan munculnya berbagai
postingan yang menampilkan berita miring tanpa bukti yang jelas.

Meskipun kampanye hitam dapat memengaruhi opini publik, sebagian
masyarakat mengaku tetap memilih berdasarkan program kerja kandidat,

bukan berdasarkan isu negatif yang beredar.
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b. Kesulitan dalam Pembuktian Kampanye Hitam
Menurut Ketua Bawaslu, sulit untuk menindaklanjuti laporan
kampanye hitam karena beberapa kendala, di antaranya:

1) Minimnya bukti konkret — Banyak masyarakat melaporkan dugaan
kampanye hitam, tetapi mereka tidak memiliki dokumentasi atau saksi
yang cukup untuk membuktikan klaim mereka.

2) Strategi kampanye hitam yang lebih terselubung — Pelaku kampanye
hitam sering kali menggunakan informasi tidak resmi yang sulit
ditelusuri ke sumbernya.

3) Kurangnya edukasi hukum di masyarakat — Banyak pemilih yang
tidak memahami batasan hukum terkait kampanye hitam dan
bagaimana cara melaporkan pelanggaran dengan bukti yang valid.
Ketua Bawaslu menyebutkan bahwa meskipun kampanye hitam tetap

terjadi, isu ini bukan masalah besar di Kabupaten Mandailing Natal karena
tidak ada satu pun kasus yang dapat dibuktikan secara hukum.
2. Politik Uang dalam Pemilu
Selain kampanye hitam, temuan dari wawancara dengan masyarakat
menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi praktik yang terjadi
dalam Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal.

a. Dugaan Politik Uang oleh Tim Sukses Kandidat

Wawancara dengan masyarakat pemilih menunjukkan adanya
praktik politik uang oleh tim sukses dari kandidat tertentu, yang

dilakukan melalui beberapa cara:
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b. Pemberian uang tunai kepada pemilih, sebagai imbalan agar memilih

kandidat yang bersangkutan.

c. Pemberian barang atau fasilitas, seperti sembako atau bantuan

ekonomi dalam bentuk lain, yang diberikan dengan syarat bahwa

penerima harus mendukung kandidat tersebut.

d. Janjian politik, di mana pemilih dijanjikan keuntungan tertentu jika

kandidat berhasil memenangkan Pemilu.

Dari 89 orang yang diwawancarai, banyak di antaranya mengaku

mengetahui adanya politik uang dalam Pemilu, tetapi sebagian tetap memilih

berdasarkan preferensi pribadi, bukan karena uang yang diberikan.

a. Reaksi Masyarakat terhadap Politik Uang

1)

2)

3)

Dalam wawancara, masyarakat memberikan beragam
respons terhadap praktik politik uang:
Sebagian masyarakat menerima uang tersebut tetapi tetap
memilih sesuai hati nurani, karena mereka merasa politik uang
adalah hal yang wajar dalam Pemilu.
Sebagian masyarakat mengecam praktik ini, dengan alasan bahwa
politik uang dapat merusak demokrasi dan menyebabkan
kepemimpinan yang tidak kompeten.
Sebagian masyarakat tidak yakin bahwa laporan mereka akan
ditindaklanjuti, sehingga mereka memilih diam daripada

melaporkan dugaan pelanggaran.
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Meskipun ada kesadaran tentang dampak negatif politik uang, banyak
masyarakat yang tidak berani melaporkan kasus ini karena sulitnya pembuktian
dan potensi ancaman sosial bagi pelapor.

a. Kesulitan dalam Membuktikan Politik Uang
Seperti halnya kampanye hitam, politik uang juga sulit dibuktikan
secara hukum, sehingga tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelaku.

Menurut Ketua Bawaslu, beberapa kendala utama dalam pembuktian

politik uang adalah:

1) Minimnya saksi yang bersedia memberikan kesaksian — Banyak
masyarakat yang mengetahui praktik politik uang tetapi enggan
melapor karena takut akan konsekuensi sosial.

2) Kurangnya dokumentasi transaksi — Politik uang sering kali
dilakukan secara informal, sehingga sulit untuk melacak transaksi
dan menghubungkannya dengan kandidat tertentu.

3) Keterbatasan regulasi dalam menangani kasus politik uang Dalam
beberapa kasus, uang diberikan secara tidak langsung melalui pihak
ketiga, sehingga sulit untuk membuktikan bahwa transaksi tersebut
benar-benar terkait dengan Pemilu.

b. Dampak Kampanye Hitam dan Politik Uang terhadap Demokrasi
Temuan wawancara menunjukkan bahwa kampanye hitam dan
politik uang memiliki dampak negatif terhadap proses demokrasi di

Kabupaten Mandailing Natal, di antaranya:
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1) Manipulasi opini publik — Kampanye hitam dapat menciptakan
kesan buruk terhadap kandidat tertentu, meskipun tidak ada
bukti konkret yang mendukung tuduhan tersebut.

2) Menurunnya Kkepercayaan masyarakat terhadap Pemilu —
Masyarakat yang melihat adanya politik uang merasa bahwa
Pemilu tidak berjalan secara transparan.

3) Pencemaran nama baik kandidat — Kampanye hitam dapat
menyebabkan polarisasi politik dan perpecahan sosial di antara
pendukung calon yang bersaing.

4) Peluang bagi pemimpin yang tidak kompeten untuk menang —
Jika politik uang terus terjadi, ada kemungkinan bahwa
pemimpin yang dipilih bukan berdasarkan kapasitas dan
program Kerja, tetapi karena faktor finansial semata.

3. Sanksi terhadap Pelaku Kampanye Hitam dan Politik Uang

Menurut Ketua Bawaslu, tidak ada sanksi yang diberikan kepada

pelaku kampanye hitam maupun politik uang karena tidak ada bukti
cukup kuat untuk menindaklanjutinya secara hukum. Dalam regulasi
Pemilu, sanksi terhadap pelanggaran kampanye hitam dan politik uang
dapat mencakup:

c. Teguran resmi bagi pelaku yang terbukti melakukan kampanye hitam.

d. Diskualifikasi kandidat, jika terbukti secara sah bahwa mereka

melakukan politik uang.
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e. Sanksi pidana, jika politik uang melibatkan jumlah besar dan memiliki
dampak signifikan terhadap hasil Pemilu.

Namun, karena kurangnya bukti dalam setiap laporan yang masuk, tidak ada

tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pelaku di Kabupaten

Mandailing Natal.

4. Tinjauan Figh Siyasah terhadap Kampanye Hitam dan Politik Uang
dalam Pemilu

Dalam perspektif Figh Siyasah, Pemilu dapat dianggap sebagai

bagian dari sistem politik Islam yang bertujuan untuk memilih pemimpin

berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan maslahah bagi umat. Islam

memberikan panduan mengenai bagaimana kepemimpinan harus

dijalankan serta bagaimana pemilih seharusnya menentukan pilihannya

dengan bertanggung jawab.

a. Politik Uang Sebagai Bentuk Suap

Ol 1 L G 15al G 15 8 1R AL D Ty 15085 il &5 28050 1 5RE

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang
batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan
jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk
bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat
memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang
lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal

kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah.
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b. Larangan Fitnah Dan Penyebaran Nama Baik

£ (5% 0 V3 463 18 15580 O (ol 238 B 838 DAL Y 1550 (i GG
Gl 29 Gy SUL 15508 5 A0 1338 V5 G 1558 0K 3 L
Gl b L5 s Gy i s

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum
mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka
(yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang
mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan
(mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan
(yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang
mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling
memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk
panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang
tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Setelah Allah menerangkan bahwa orang-orang mukmin
adalah bersaudara, ayat ini menjelaskan tuntunan agar
persaudaraan itu tetap terjaga. Wahai orang-orang Yyang
beriman! Janganlah suatu kaum, vyakni kelompok pria,
mengolok-olok kaum, yakni kelompok pria yang lain karena
boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari
mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-
perempuan mengolok-olokkan perempuan lain karena boleh jadi

perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan
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yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama
lain dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, dan janganlah saling
memanggil dengan gelar-gelar yang dinilai buruk buruk oleh
orang yang kamu panggil itu sehingga menyakiti hatinya.
Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik
setelah iman. Yakni seburuh-buruk panggilan kepada orang-
orang mukmin adalah bila mereka disebut orang-orang fasik
sesudah mereka dahulu disebut sebagai golongan yang yang
beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, setelah melakukan
kefasikan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim kepada
diri sendiri dan karena perbuatannya itu maka Allah
menimpakan hukuman atasnya.

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan
mencemarkan nama baik seseorang tanpa dasar yang jelas,
termasuk dalam politik. Oleh karena itu, kampanye hitam
merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam
dan harus dihindari dalam Pemilu.

c. Keadilan dan Amanah Sebagai Prinsip Memilih Pemimpin
V38 2l 15585 43 b 858 Gislally iy il o 3alal 5l 1315
a3
d. Politik Uang

ANy D Al adle bl s bl 3500 Al JB 5 pee 0 dll 2 e
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“Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat
orang yang melakukan penyuapan dan yang menerima suap,” (HR

Tirmidzi, Abu  Dawud, Ibnu  Majah, dan  Ahmad).*®

5. Prinsip Pemilihan Pemimpin dalam Islam
Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memenuhi
standar tertentu yang mencerminkan keadilan, amanah, dan kemaslahatan

bagi rakyat. Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman:

u\%_,?sguumm & ﬁmu 335 G Q) G5 ks \351’@431 AR RGN ﬁ.sﬁt“m &

e e S

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah
kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha

Melihat. (QS. An-Nisa: 58)%*

%3 Sumber: https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-praktik-suap-untuk-penerimaan-cpns-

ZgU4jDownload NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! https://nu.or.id/superapp

(Android/iOS)

Sumber: https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-praktik-suap-untuk-penerimaan-

cpns-ZgU4jDownload NU  Online  Super App, aplikasi  keislaman terlengkap!

https://nu.or.id/superapp (Android/iOS)


https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-praktik-suap-untuk-penerimaan-cpns-ZgU4j
https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-praktik-suap-untuk-penerimaan-cpns-ZgU4j
https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-praktik-suap-untuk-penerimaan-cpns-ZgU4j
https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-praktik-suap-untuk-penerimaan-cpns-ZgU4j
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Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan
amanah dan keadilan, bukan karena kepentingan pribadi atau politik uang.
Dalam konteks Pemilu, masyarakat seharusnya memilih pemimpin yang
benar-benar berintegritas dan peduli terhadap rakyat, bukan karena iming-

Iming materi.

Larangan Kampanye Hitam dalam Islam
Kampanye hitam, yang sering kali berisi fitnah, manipulasi informasi, dan
pencemaran nama baik, bertentangan dengan akhlak politik Islam.

. Rasulullah SAW bersabda:

A bash G () alus ade ) lea ) Joly O ;B ie il o, 8500 o 02
Grash O Bay 015 35338 LA 0 i Al Gash OIS Bas eCaalail 1 d Sl ,a% 55
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"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,

hendaknya ia berkata yang baik atau diam." (HR. Bukhari & Muslim)

Dalam konteks Pemilu, menyebarkan fitnah terhadap lawan politik
adalah tindakan yang merusak nilai kejujuran dan kebenaran yang
seharusnya menjadi dasar demokrasi. Islam mengajarkan bahwa politik harus

dijalankan dengan
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan larangan kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih
belum berjalan secara efektif. Kampanye hitam masih ditemukan terutama
melalui media sosial, namun tidak ada satupun pelanggaran yang berhasil
ditindak secara hukum. Hal ini disebabkan oleh lemahnya alat bukti, tidak
adanya saksi yang bersedia memberikan keterangan, dan minimnya
partisipasi masyarakat dalam proses pelaporan. Masyarakat cenderung pasif
dan kurang memahami cara melapor, serta merasa ragu atau takut untuk

terlibat langsung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya penerapan larangan
kampanye hitam antara lain rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat,
budaya politik uang yang sudah dianggap lumrah, serta kurangnya kesadaran
hukum. Politik uang menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian masyarakat
sehingga mengabaikan pentingnya pemilu yang bersih. Selain itu,
keterbatasan sumber daya di internal Bawaslu juga menjadi kendala dalam
menjangkau dan menindak setiap pelanggaran, terutama yang terjadi secara

daring.

Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sejatinya telah menyediakan

mekanisme pelaporan dan terbuka terhadap aduan masyarakat. Namun, dari

58
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seluruh laporan yang masuk, tidak ada satu pun yang dapat diproses lebih
lanjut karena syarat formil dan materil tidak terpenuhi. Proses pelaporan
hanya sampai pada tahap verifikasi awal dan tidak dilanjutkan ke tahap
penindakan. Dengan demikian, penerapan larangan kampanye hitam belum
dapat berjalan secara optimal karena belum adanya sinergi antara masyarakat

sebagai pelapor dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu.

B. Saran
Berdasarkan temuan penelitian, ada beberapa saran yang dapat diberikan

untuk meningkatkan integritas Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal:

Saran untuk Bawaslu dan Penyelenggara Pemilu

1. Memperkuat mekanisme investigasi kampanye hitam dan politik
uang, dengan pendekatan yang lebih sistematis agar kasus dapat
dibuktikan secara hukum.

2. Meningkatkan transparansi dalam penanganan laporan Pemilu,
sehingga masyarakat memiliki kepercayaan lebih terhadap lembaga
pengawas.

3. Memanfaatkan teknologi dalam pelaporan pelanggaran, seperti
aplikasi pengaduan online yang memungkinkan masyarakat
memberikan informasi secara lebih cepat dan akurat.

4. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, agar kasus
politik uang dapat ditindaklanjuti lebih efektif dan pelaku benar-

benar mendapatkan sanksi yang sesuai.
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Saran untuk Masyarakat dan Pemilih

1.

3.

Meningkatkan kesadaran politik, agar pemilih lebih memilih
kandidat berdasarkan program kerja dan bukan karena faktor
manipulasi kampanye hitam atau politik uang.

Berpartisipasi  aktif dalam pengawasan Pemilu, dengan
melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan
mereka.

Tidak menerima politik uang, karena tindakan ini dapat merusak
demokrasi dan menyebabkan pemimpin yang tidak kompeten

terpilih.

Saran untuk Akademisi dan Penelitian Selanjutnya

1.

Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas regulasi
dalam mencegah politik uang, agar ada rekomendasi kebijakan
yang lebih konkret.

Mengembangkan studi tentang strategi kampanye yang lebih etis
dan transparan, sehingga Pemilu bisa menjadi sarana pendidikan
politik yang lebih baik bagi masyarakat.

Menggunakan pendekatan Figh Siyasah sebagai landasan dalam
membangun sistem politik yang lebih beretika, terutama bagi
masyarakat yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai panduan

dalam kehidupan politik.
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C. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pemilu di Kabupaten
Mandailing Natal berjalan demokratis, masalah kampanye hitam dan politik
uang masih perlu mendapatkan perhatian serius. Bawaslu telah berupaya
mengawasi setiap tahapan Pemilu, tetapi masih ada tantangan dalam
membuktikan kasus pelanggaran. Dalam perspektif Figh Siyasah, politik
harus dilakukan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah, sehingga
kampanye hitam dan politik uang harus dihindari demi terciptanya Pemilu
yang lebih bersih. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan edukasi
politik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu menjadi

kunci utama dalam membangun demokrasi yang lebih sehat.
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